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DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2025 
 

 

K E R A N G K A  A C U A N  K E R J A   
 
 
 
 
 
PROGRAM : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 

KEGIATAN : 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

SUB KEGIATAN : 3.25.03.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, 

Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 
SUMBER DANA :  APBD Perubahan KABUPATEN REMBANG TA 2025 
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1. LATAR BELAKANG 

a. Dasar Hukum 

1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara; 

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 

2015 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 

5 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan 

Negara; 

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang daerah dan tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah; 

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah 

9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 

2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam 

Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi 

dan Inventarisasi Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

10 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 
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tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 

Perangkat Daerah Kabupaten Rembang; 

11 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Rembang 2021-2026; 

12 Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2021 tentang 

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rembang 

Tahun 2021-2026; 

13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 

Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang; 

14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2025 tentang 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 

 

b. Gambaran Umum 

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 

berpedoman pada RKPD serta Permendagri Nomor 13 Tahun 

2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah menyatakan bahwa RKPD disusun untuk menjamin 

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan dan pengawasan, maka penyusunan Kebijakan 

Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 

(PPAS) dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menyeluruh 

untuk mewujudkan visi, misi Kabupaten Rembang serta target-

target yang telah ditetapkan.  

Penyusunan KAK ini untuk Memfasilitasi Bantuan Pendanaan, 

Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha di Kabupaten Rembang. 
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c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan  

Guna mendukung tercapainya peningkatan kesejahteraan 

masyarakat khususnya masyarakat nelayan kecil. Untuk 

membantu lembaga atau organisasi yang bergerak di sektor 

kelautan dan perikanan. Untuk membantu nelayan kecil 

meningkatkan efisiensi dan hasil tangkapan, yang secara 

langsung berimbas pada peningkatan pendapatan dan kualitas 

hidup mereka. 

Guna mendukung tercapainya pertumbuhan Kelas kelompok 

nelayan, tetapi juga pada kemampuan organisasi kelompok 

nelayan.  

Guna mendukung tercapainya ketahanan pangan lokal, Nelayan 

adalah ujung tombak penyediaan sumber protein hewani. 

Kelompok Usaha Bersama membantu nelayan dalam 

berorganisasi serta untk dapat memecahkan masalah yang 

dialami oleh Nelayan. Untuk memastikan produktivitas dalam 

berorganisasi melalui pembentukan Kelompok Usaha Bersama 

maka perlu peran Dinas Kelautan dan Perikanan untuk 

Memfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, 

Kemitraan Usaha dapat menjadi wadah bagi Nelayan untuk 

menyelesaikan masalah. 

 

2. MAKSUD DAN TUJUAN 

a. Maksud Kegiatan 

 Membentukan Kelompok Nelayan 

 Peningkatan Kelas Kelompok Nelayan  

b. Tujuan Kegiatan 

 Terlaksananya penguatan kelembagaan kelompok usaha 

 Meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok 

 Memperkuat ketahanan pangan 

 Mendorong praktik perikanan berkelanjutan 

 Terlaksananya pertumbuhan produksi perikanan tangkap 
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3. KELUARAN 

a. Indikator Program 

Indikator: Presntase Pertumbuhan Kelas Kelompok Nelayan 

b. Indikator Kegiatan 

 Indikator: Persentase Fasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, 

Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

   

c. Indikator Sub Kegiatan 

Indikator: Jumlah Unit Usaha Yang Difasilitasi Penyaluran 

Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 

 

4. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN 

a. Pelaksana Kegiatan 

Kepala Bidang Kenelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Rembang. 

b. Penanggung Jawab Kegiatan 

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang. 

c. Tempat Pelaksanaan Kegiatan 

Dalam Daerah Rembang 

d. Peserta Kegiatan 

Pelaku usaha, serta Kelompok Nelayan atau Kelompok Usaha 

Bersama. 

 

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN 

Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari beberapa Tahap 

dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2025:  

1 Persiapan Pelaksanaan Kegiatan: mengumpulkan data-data 

yang diperlukan, penentuan sistem yang akan digunakan dan 

pembentukan personil pelaksana kegiatan  

2 Pelaksanaan Kegiatan: melakukan identifikasi dan Verifikasi 

ke kelompok nelayan atau kelompok usaha bersama, 

melakukan pembinaan ke kelompok nelayan atau kelompok 

usaha bersama’.  

3 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan: mengevaluasi bagaimana 
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pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan target yang 

ditetapkan dan capaian sasaran kegiatan. 

 

6. KELUARAN 

Keluaran dari pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi 

Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 

adalah memfasilitasi dan pengembangan  Kelompok Usaha 

Bersama nelayan kecil, yang kemudian akan digunakan sebagai 

input untuk mencapai outcome (tujuan akhir) berupa peningkatan 

kesejahteraan dan keberlanjutan usaha dan sebagai Wadah untuk 

Nelayan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami. 

 

7. ANGGARAN 

Total anggaran sebesar Rp 20.000.000,- dengan rincian sebagai 

berikut : 

NO KODE REKENING URAIAN JUMLAH 

1 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar 
dan Pelumas 

2.744.000 

2. 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor-Alat Tulis 
Kantor 

1.552.000 

3. 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor-Kertas dan 
Cover 

1.302.900 

4. 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- Bahan 
Cetak 

1.100.00 

5. 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- Bahan 
Komputer 

2.795.000 

6. 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan 
Minuman Rapat 

630.000 

7. 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan 
Komputer-Peralatan 
Komputer- Peralatan 
Personal Computer 

1.380.000 

8. 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas 
Biasa 

2.720.000 

9. 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas 
Dalam Kota 

6.875.000 

    

JUMLAH TOTAL     20.000.000  
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8. PENUTUP 

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran 

pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan 

Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha pada Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang agar sesuai yang 

diharapkan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan 

terimakasih. 

 

 

 
 

 PENGGUNA ANGGARAN ANGGARAN 

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 
KABUPATEN REMBANG 

 

 
 

Ir. MOCH. SOFYAN CHOLID 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19660729 199303 1 004 
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K E R A N G K A  A C U A N  K E R J A   
 
 
 
 
 
PROGRAM : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 

KEGIATAN : 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

SUB KEGIATAN : 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 

- Sosialisasi Alat tangkap yang diperbolehkan 
- Pelatihan Mesin Perahu tahap 1 ( Sarang, Kragan, Sluke) 
- Pelatihan Mesin Perahu Tahap 2 (Lasem, Rembang, Kaliori) 

SUMBER DANA :  APBD Perubahan KABUPATEN REMBANG TA 2025 
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1. LATAR BELAKANG 

 

a. Dasar Hukum 

1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara; 

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 

2015 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintah Daerah; 

5 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan 

Negara; 

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang daerah dan tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pembangunan Daerah; 

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah 

9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 

2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam 

Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi 

dan Inventarisasi Pembangunan dan Keuangan Daerah; 
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10 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 

tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 

Perangkat Daerah Kabupaten Rembang; 

11 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Rembang 2021-2026; 

12 Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2021 tentang 

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rembang 

Tahun 2021-2026; 

13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 

Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang; 

14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2025 tentang 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 

 

b. Gambaran Umum 

Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil dilaksanakan oleh 

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang sepanjang tahun 

2025, mencakup seluruh kecamatan pesisir Kabupaten Rembang. 

Kegiatan ini bertujuan guna meningkatkan keterampilan, pengetahuan, 

dan kapasitas manajerial nelayan kecil agar produktivitas perikanan 

tangkap meningkat dan kelompok nelayan lebih mandiri . Target kegiatan 

meliputi 120 nelayan yang mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis, 

dengan dampak pemberdayaan terhadap 120 nelayan kecil secara 

keseluruhan. Kegiatan ini mendukung pertumbuhan produksi perikanan 

tangkap sebesar 0,5% dan peningkatan kelas kelompok nelayan 3%. 

Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah daerah guna meningkatkan 

kesejahteraan nelayan kecil dan memberdayakan masyarakat pesisir 

secara berkelanjutan. 
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c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan  

Guna meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan 

nelayan kecil dalam menjalankan usaha penangkapan ikan secara efektif, 

efisien, dan berkelanjutan. 

Guna memperkuat posisi nelayan kecil dalam menghadapi tantangan 

modernisasi alat tangkap, dinamika pasar, serta perubahan kondisi 

sumber daya ikan. 

Guna mendorong peningkatan produktivitas perikanan tangkap dan  

mempercepat pertumbuhan kelas kelompok nelayan melalui peningkatan 

kompetensi individu dan kelompok. Upaya ini pada akhirnya diharapkan 

berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil di 

Kabupaten Rembang secara berkelanjutan. 

 

2. MAKSUD DAN TUJUAN 

a. Maksud Kegiatan 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan peningkatan kapasitas 

kepada nelayan kecil di seluruh wilayah Kabupaten Rembang melalui 

pelatihan, Sosialisasi/ bimbingan teknis, pembinaan, dan penyediaan 

materi edukatif pendukung. 

 

b. Tujuan Kegiatan 

 Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis 120 nelayan kecil 

dalam kegiatan perikanan tangkap. 

 Memberikan pemahaman tentang manajemen usaha dan 

kelembagaan kelompok nelayan. 

 Meningkatkan pemberdayaan 120 nelayan kecil dalam kegiatan usaha 

perikanan. 

 Mendukung peningkatan 3% pertumbuhan kelas kelompok nelayan. 

 Menunjang pencapaian pertumbuhan sektor perikanan tangkap 

sebesar 0,5%. 
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3. KELUARAN 

a. Indikator Program 

Indikator: Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap. 

b. Indikator Kegiatan 

Indikator: Persentase Pertumbuhan Kelas Kelompok Nelayan .  

c. Indikator Sub Kegiatan 

Indikator: Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya. 

 

4. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN 

a. Pelaksana Kegiatan 

Kabid Kenelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang. 

b. Penanggung Jawab Kegiatan 

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang. 

c. Tempat Pelaksanaan Kegiatan 

Dalam daerah Rembang 

1. Sosialisasi Alat Tangkap Yang diperbolehkan : Balai Nelayan 

Karangmangu, Sarang 

2. Pelatihan Mesin Perahu tahap 1 : Karuna Joglo, Tegalmulyo, 

Kragan 

3. Pelatihan Mesin Perahu tahap 2 : Gedung PKPRI, Krapyak, 

Rembang 

d. Peserta Kegiatan 

Nelayan kecil yang aktif dalam kegiatan kelompok nelayan, Pelaku usaha 

perikanan tangkap berskala kecil serta Nelayan kecil yang tergabung 

dalam kelompok nelayan di seluruh kecamatan pesisir di Kabupaten 

Rembang. 

1. Sosialisasi Alat Tangkap Yang diperbolehkan : 30 peserta 

2. Pelatihan Mesin Perahu tahap 1 : 45 peserta 

3. Pelatihan Mesin Perahu tahap 2 : 45 peserta 

 

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN 

Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari beberapa Tahap dalam 1 

(satu) Tahun Anggaran 2025:  
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1 Persiapan Pelaksanaan Kegiatan: penentuan peserta pelatihan sesuai 

kriteria nelayan kecil aktif di Kabupaten Rembang, Penyediaan alat, 

bahan tulis, bahan cetak, konsumsi rapat, dan fasilitas pendukung 

lainnya dan pembentukan personil pelaksana kegiatan  

2 Pelaksanaan Kegiatan: pendampingan langsung kepada peserta untuk 

praktik dan penerapan ilmu yang diberikan, pengelolaan administrasi 

kegiatan, termasuk daftar hadir, dokumentasi foto, dan pencatatan 

materi yang disampaikan, perjalanan dinas untuk kegiatan pelatihan 

atau monitoring pelaksanaan. 

3 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan: penyusunan laporan hasil pelaksanaan 

kegiatan yang mencakup: jumlah peserta, materi pelatihan, keluaran, 

kendala, dan rekomendasi tindak lanjut. 

 

6. KELUARAN 

Keluaran dari pelaksanaan sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan 

Kecil adalah Meningkatnya Kapasitas Jumlah Nelayan Kecil. 

 

7. ANGGARAN 

Total anggaran sebesar Rp 250.000.000,- dengan rincian sebagai berikut : 

 

NO KODE REKENING URAIAN JUMLAH 

1 5.1.02.01.001.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar 
dan Pelumas 

     6.048.000  

2 5.1.02.01.001.0012 Belanja Bahan – Bahan Lainnya 4.000.000 

3 5.1.02.01.001.0024 Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor-Alat Tulis 
Kantor 

4.607.500 

4 5.1.02.01.001.0025 Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor – Kertas dan 
Cover 

1554.000 

5 5.1.02.01.001.0026 Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 

1.890.500 

6 5.1.02.01.001.0029 Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- Bahan 
Komputer 

800.000 

7 5.1.02.01.001.0039 Belanja Barang untuk 
diserahkan kepada Masyarakat 

128.000.000 
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8 5.1.02.01.001.0052 Belanja Makanan dan Minuman 
Rapat 

10.000.000 

9 5.1.02.01.001.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 22.330.000 

10 5.1.02.02.001.0003 Honorarium Narasumber atau 
pembahas, Moderator, pembawa 
acara dan panitia 

27.000.000 

11 5.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat 
Lainnya 

2.000.000 

12 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor 
Lainnya 

4.800.000 

13 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 23.200.000 

14 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan 
Komputer- Komputer Unit- 
Personal Computer 

2.190.000 

15 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan 
Komputer-Peralatan Komputer- 
Peralatan Personal Computer 

1.380.000 

16 5.1.02.04.01.00003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam 
Kota 

     2.200.000  

17 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal 
Computer 

8.000.000 

JUMLAH TOTAL  
250.000.000 

 

8. PENUTUP 

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan 

sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Tahun Anggaran 2025 

pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang agar sesuai yang 

diharapkan . Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih. 

 

 

 PENGGUNA ANGGARAN ANGGARAN 
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 

KABUPATEN REMBANG 
 
 

 
Ir. MOCH. SOFYAN CHOLID 

Pembina Utama Muda 
NIP. 19660729 199303 1 004 
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K E R A N G K A  A C U A N  K E R J A   
 
 
 
 
 
PROGRAM : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 

KEGIATAN : 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan ikan diWilayah Sungai, 
danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat 
diusahakan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota 

SUB KEGIATAN : 3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Perikanan Tangkap. 
SUMBER DANA :  APBDP KABUPATEN REMBANG TA 2025 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 
KABUPATEN REMBANG 

TAHUN 2025 
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1. LATAR BELAKANG 

 

a. Dasar Hukum 

1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara; 

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 

2015 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 

5 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan 

Negara; 

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang daerah dan tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah; 

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah 

9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 

2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam 

Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi 

dan Inventarisasi Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

10 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 
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tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 

Perangkat Daerah Kabupaten Rembang; 

11 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Rembang 2021-2026; 

12 Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2021 tentang 

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rembang 

Tahun 2021-2026; 

13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 

Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang; 

14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2025 tentang 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 

 

b. Gambaran Umum 

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 

berpedoman pada RKPD serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

menyatakan bahwa RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan 

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan 

pengawasan, maka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan 

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dimaksudkan sebagai 

bagian dari upaya menyeluruh untuk mewujudkan visi, misi Kabupaten 

Rembang serta target-target yang telah ditetapkan.  

Penyusunan KAK ini  bertujuan untuk memenuhi  Prasarana Nelayan 

kecil yang menunjang kegiatan penangkapan ikan sehingga dapat 

meningkatan pendapatan masayarakat terutama Nelayan Kecil Pesisir 

Kabupaten Rembang. 
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c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan  

- Mendukung tercapainya target RPJMD Urusan Kelautan dan 

Perikanan dan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Rembang,  

- Guna mendukung tercapainya target RPJMD Urusan Kelautan dan 

Perikanan dan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Rembang, diperlukan evaluasi yang menyeluruh terkait proses 

pelaksanaan program kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Rembang dengan harapan program kegiatan yang akan 

direncanakan di tahun berikutnya akan lebih baik dan berdampak 

positif terhadap pemenuhan target yang telah ditetapkan. 

- Meningkatkan hasil tangkapan ikan khususnya para nelayan skala 

kecil adalah keterbatasan sarana dalam melakukan aktifitas 

penangkapan. Kebutuhan sarana penangkapan ikan yang kurang 

mencukupi bagi sebagian nelayan dianggap suatu kendala yang perlu 

didukung oleh pemerintah sebagai bentuk kepedulian terhadap 

masyarakat pesisir dan nelayan kecil. 

- Memberikan bantuan kepada nelayan selain program pemberdayaan 

masyarakat nelayan juga diberikan bantuan dalam bentuk fisik 

seperti Prasarana penangkapan lainnya. Pemberian bantuan tersebut 

dengan harapan sebagai motivasi dalam peningkatan kesejahteraan 

nelayan itu sendiri sehingga ke depannya nelayan akan dapat 

mandiri dalam kehidupan dan penghidupannya. 

 

2. MAKSUD DAN TUJUAN 

a. Maksud Kegiatan 

- Tersusunnya RAPBD sesuai dengan target capaian RPJMD dan 

RENSTRA. 

- Nilai Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuaidengan target  

dan tercapainya target RPJMD Urusan Kelautan dan Perikanan dan 

RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang. 
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- Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengadakan Prasarana penunjang 

penangkapan ikan yang dalam hal ini sebagai salah satu unsur 

penting yang tidak dapat dipisahkan dalam usaha penangkapan 

ikan bagi nelayan skala kecil sebagai penunjang dalam 

penangkapan ikan, sehingga terlaksananya program 

pengembangan perikanan tangkap dengan kegiatan pembinaan dan 

optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap. 

Sebagaimana yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan 

Perikanan  Kabuoaten Rembang. 

 

b. Tujuan Kegiatan 

Tujuan dari pengadaan prasarana penangkapan ikan yang diserahkan 

pada masyarakat yaitu sebagai bantuan keuangan yang digunakan 

untuk Pembangunan Prasarana usaha penangkapan ikan dengan tujuan  

dapat meningkatkan produktivitas hasil tangkapan dan dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. 

 

3. KELUARAN 

a. Indikator Program 

Indikator: Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap 

b. Indikator Kegiatan 

Indikator: Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 

c. Indikator Sub Kegiatan 

Indikator: Tersedianya jumlah Prasarana usaha perikanan tangkap. 

 

4. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN 

a. Pelaksana Kegiatan 

Kabid Kenelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang. 

b. Penanggung Jawab Kegiatan 

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang. 

c. Tempat Pelaksanaan Kegiatan 

Dalam daerah Rembang  
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5. RUANG LINGKUP KEGIATAN 

Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari beberapa Tahap dalam 1 

(satu) Tahun Anggaran 2025:  

1 Persiapan Pelaksanaan Kegiatan: mengumpulkan data-data yang 

diperlukan, guna untuk memverifikasi Kelompok Nelayan dan 

mempermudah personil pelaksana kegiatan dalam penentuan 

penerima bantuan,  

2 Pelaksanaan Kegiatan: melakukan verifikasi pada Kelompok penerima 

dan mengolah data yang sudah diverifikasi serta menentukan tepat 

atau tidaknya untuk pelaksanaan bantuan dari Dinas Kelautan dan 

Perikanan.  

3 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan: mengevaluasi bagaimana pelaksanaan 

kegiatan apakah sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dan 

capaian sasaran kegiatan. 

 

6. KELUARAN 

Keluaran dari pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha 

Perikanan Tangkap adalah Jumlah Prasarana Pemberdayaan Nelayan 

Skala Kecil. 

 

7. ANGGARAN 

Total anggaran sebesar Rp 15.000.000,- dengan rincian sebagai berikut : 

 

NO KODE REKENING URAIAN JUMLAH 

1. 5.1.05.05.002.00001 Belanja Hibah Uang kepada Badan 
dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan 
Sosial yang Telah Memiliki Surat 
Keterangan Terdaftar 

     
15.000.000,- 

    

JUMLAH TOTAL  15.000.000,- 
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8. PENUTUP 

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran pelaksanaan 

sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Nelayan 

Skala Kecil pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang agar 

sesuai yang diharapkan . Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan 

terimakasih. 

 

 
 
 

 

 PENGGUNA ANGGARAN ANGGARAN 

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 
KABUPATEN REMBANG 

 

 
 
 

Ir. MOCH. SOFYAN CHOLID 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19660729 199303 1 004 
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K E R A N G K A  A C U A N  K E R J A   
 
 
 
 
 
PROGRAM : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 

KEGIATAN : 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, 
Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat 
diusahakan dalam 1 (satu Daerah Kabupaten Rembang) 

SUB KEGIATAN : 3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 
SUMBER DANA :  APBD PERUBAHAN KABUPATEN REMBANG TA 2025 
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1. LATAR BELAKANG 

 

a. Dasar Hukum 

1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara; 

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 

2015 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintah Daerah; 

5 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan 

Negara; 

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang daerah dan tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pembangunan Daerah; 

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah 

9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 

2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam 

Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi 

dan Inventarisasi Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

10 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 
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tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 

tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 

Perangkat Daerah Kabupaten Rembang; 

11 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Rembang 2021-2026; 

12 Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2021 tentang 

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rembang 

Tahun 2021-2026; 

13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 

Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang; 

14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2025 tentang 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. 

 

b. Gambaran Umum 

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 

berpedoman pada RKPD serta Permendagri Nomor 13 Tahun 

2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah menyatakan bahwa RKPD disusun untuk menjamin 

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan dan pengawasan, maka penyusunan Kebijakan 

Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 

(PPAS) dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menyeluruh 

untuk mewujudkan visi, misi Kabupaten Rembang serta target-

target yang telah ditetapkan.  

Penyusunan KAK ini  bertujuan untuk memenuhi  Penyediaan 

Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang menunjang kegiatan 

penangkapan ikan sehingga dapat meningkatan pendapatan 
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masayarakat terutama Nelayan Kecil Pesisir Kabupaten 

Rembang. 

 

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan  

- Mendukung tercapainya target RPJMD Urusan Kelautan dan 

Perikanan dan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Rembang,  

- Guna mendukung tercapainya target RPJMD Urusan Kelautan 

dan Perikanan dan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Rembang, diperlukan evaluasi yang menyeluruh 

terkait proses pelaksanaan program kegiatan di Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang dengan harapan 

program kegiatan yang akan direncanakan di tahun berikutnya 

akan lebih baik dan berdampak positif terhadap pemenuhan 

target yang telah ditetapkan. 

- Meningkatkan hasil tangkapan ikan khususnya para nelayan 

skala kecil adalah keterbatasan sarana dalam melakukan 

aktifitas penangkapan. Kebutuhan sarana penangkapan ikan 

yang kurang mencukupi bagi sebagian nelayan dianggap suatu 

kendala yang perlu didukung oleh pemerintah sebagai bentuk 

kepedulian terhadap masyarakat pesisir dan nelayan kecil. 

- Memberikan bantuan kepada nelayan selain program 

pemberdayaan masyarakat nelayan dalam bentuk program 

juga diberikan bantuan dalam bentuk fisik seperti mesin dan 

sarana penangkapan lainnya. Pemberian bantuan tersebut 

dengan harapan sebagai motivasi dalam peningkatan 

kesejahteraan nelayan itu sendiri sehingga ke depannya 

nelayan akan dapat mandiri dan berusahabagi kehidupan dan 

penghidupannya. 
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2. MAKSUD DAN TUJUAN 

a. Maksud Kegiatan 

- Tersusunnya RAPBD sesuai dengan target capaian RPJMD 

dan RENSTRA. 

- Nilai Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuaidengan 

target  dan tercapainya target RPJMD Urusan Kelautan dan 

Perikanan dan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Rembang. 

- Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengadakan Penyediaan 

Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang dalam hal ini sebagai 

salah satu unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dalam 

usaha penangkapan ikan bagi nelayan skala kecil sebagai 

penunjang dalam pasca penangkapan ikan, sehingga 

terlaksananya program pengembangan perikanan tangkap 

dengan kegiatan pembinaan dan optimalisasi pemanfaatan 

sumberdaya perikanan tangkap. Sebagaimana yang 

dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan 

Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan  

Kabuoaten Rembang. 

 

b. Tujuan Kegiatan 

 

Tujuan dari pengadaan Penyediaan Saran Usaha Perikanan 

Tangkap yang diserahkan pada masyarakat yaitu sebagai 

bantuan modal usaha yang diberikan kepada nelayan penangkap 

ikan skala kecil pada khususnya dalam rangka pemanfaatan 

sumberdaya ikan yang optimal sehingga dapat meningkatkan 

produktivitas hasil tangkapan yang dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat nelayan. 

 

3. KELUARAN 

a. Indikator Program 

Indikator: Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap 
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b. Indikator Kegiatan 

Indikator: Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

  

c. Indikator Sub Kegiatan 

Indikator: Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 

 

4. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN 

a. Pelaksana Kegiatan 

Kabid Kenelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Rembang. 

b. Penanggung Jawab Kegiatan 

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang. 

c. Tempat Pelaksanaan Kegiatan 

Dalam daerah Rembang  

d. Peserta Kegiatan 

Nelayan Kecil Pesisir Pantai Kabupaten Rembang 

 

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN 

Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari beberapa Tahap 

dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2025:  

1 Persiapan Pelaksanaan Kegiatan: mengumpulkan data-data 

yang diperlukan, guna untuk memverifikasi Kelompok Usaha 

Bersama Nelayan dan mempermudah personil pelaksana 

kegiatan dalam penentuan penerima bantuan,  

2 Pelaksanaan Kegiatan: melakukan verifikasi pada KUB 

penerima mengolah data yang sudah diverifikasi serta 

menentukan tepat atau tidaknya untuk menerma bantuan dari 

Dinas Kelautan dan Perikanan.  

3 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan: mengevaluasi bagaimana 

pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan target yang 

ditetapkan dan capaian sasaran kegiatan. 
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6. KELUARAN 

Keluaran dari pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Sarana dan 

Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil adalah 

Jumlah Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap. 

 

7. ANGGARAN 

Total anggaran sebesar Rp 545.719.000,- dengan rincian sebagai 

berikut : 

 

NO KODE REKENING URAIAN JUMLAH 

1 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Kepada Badan dan 
Lembaga Nirlaba, Sukarela dan 
Sosial yang telah memiliki Surat 
Keterangan Terdaftar 

     
545.719.000 

    

JUMLAH TOTAL  545.719.000 

 

8. PENUTUP 

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai gambaran 

pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana 

Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil pada Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Rembang agar sesuai yang diharapkan . Atas 

perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih. 

 

 
 

 PENGGUNA ANGGARAN ANGGARAN 

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 
KABUPATEN REMBANG 

 

 
 

Ir. MOCH. SOFYAN CHOLID 

Pembina Utama Muda 
NIP. 19660729 199303 1 004 
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